KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/Kep.100B-BPKD/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 028/Kep.806-BPKD/2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG,

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURL3
BARANG PENGGUNA PADA KECAMATAN BABELAN
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018

BUPATI BEKASI,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/imutasi di lingkungan
Pemerintalr Kabupaten Bekasi sesuai Keputusan Bupati Nomor:
621.2/Kep 209-BKPPD/2018 tanggal 23 Februar 2018, maka
Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang yang semula telah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Bekasi Nomor 028/Kep.806-BPKDV2017 tanggal 29
Desember 2017, tentang Penunjukan Pengguna Barany, Prjabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada
Kecamatan Babelan perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurut a diatas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan
kembal dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Noemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indonesian Nomor 42558);

3. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor
9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333),

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeiclaan dan Pertanggungawaban Keuangan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,
tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400).



Menetapkan

PERTAMA

3. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);

6 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momar
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemarintah
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
gg%;ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
679

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik MNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran MNagara
Republik Indonesia Nomar 5533);

8. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Pedoman PFengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 547):

9 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pengeloclaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomer 10}

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentiukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Eckasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8},

11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tfentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017

MNomor 8)

12.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 290 Tahun 20135 tentang
Penatausahaan HKeuangan Daerah Kabupaten Bekas) (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 50);

13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
{Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 81),

14 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 53)

MEMUTUSHKAN:

Perubahan atas Keputusan Bupali Nomor: 028/Kep 806-BPKD 2017
tentang  Penunjukan  Pejabat  Pengguna Barang, Pejabat



Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna
pada Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun 2018,

KEDUA - Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah
merubah ketentuan Lampiran nama Pejabat Pengguna Barang, yang
semula ;

Ne  Nama | Jabatan Dalam SKPD | Ditunjuk Sebagai
i -7 | 3 | 4
1 | Drs H SURYA WIJAYA, MM CAMAT BABELAN PENGGUNA BARANG

NIP. 19730504 199205 1 001

diubah sebagai berikut .

‘Ne Nama ~ Jabatan Dalam SKPD " Ditunjuk Sebagai
iy 2 3 : |
[ 1 | DEN!I MULYADI 5.5TP CAMAT BABELAN PENGGUNA BARANG

MNIP 18770705 199512 1 002

KETIGA Kepulusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan  Bupali  Nomor  028/Kep 808-BPKD/2017  tentang
Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna

KREEMPAT  ©  HKepuusan im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian har ternyata terdapat
rekeliruan didalamnya

Ditetapkan di Cikarang Pusat
padatanggal >3 Fepruari 2018

;-3'70 BUPATI BEKASI ¥

//. dr. HFRENENG HASANAH YASIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1 Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

2 Inspekiur Kabupaten Bekasi,

3 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatinan Daerah Kabupaten Bekasi:

4 Camat Babelan



